
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 4g .* IKPTS/ a t ZOZ1

TENTANG

PENUHJUKAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang : a.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) dibidang penanaman modal dalam Daerah Kabupaten Halmahera
Barat secara prima, maka proses penyelesaian perizinan dan non perizinan
yang dikelola oleh satua kerja DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat
secara fungsional peflu ditetapkan pejabat penghubung sebagai pemberi
informasi, fasilitas dan pertimbangan instansi teknis guna kelancaran
penerbitan perizinan dan non perizinan yang di mohon oleh penanaman
modal;
bahwa nama-nama pejabat penghubung yang diangkat sebagai tim teknis
perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat dianggap
memiliki kemampuan, kecakapan dan dedikasi yang telah
direkomendasikan oleh oleh masing-masing satuan Kerja perangkat
Daerah dibidang penanaman modal dalam Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan

Tenaga Teknis Perizinan dan Non Perizinan satuan Kerja perangkat
Daerah (SKPD) Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPISP) Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra tingkat ll Dalam wilayah Daerah swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, korupsidan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
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10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22Gntang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A21 bntang Pelaksanaan Perizinan
Berusaha di Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

19. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

2A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpad u Satu Pintu ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Ieknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2Q12
tentang Retribusi;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2A12
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2023;

26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9.8 Tahun 2021 tentang
Penetapan Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan;

27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Hlamahera Barat Tahun Anggaran 2023:

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Nomor :

188.3/,121|DPMPTSPllY2023 perihal : usulan penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSK^AN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan tenaga teknis perizinan dan non perizinan SKPD pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai
tugas membantu penyelesaian perizinan dan non perizinan berupa
informasi, fasilitasi dan kemudahan serta pertimbangan teknis dibidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan instansi terkait untuk
dikoordinasikan dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim teknis dan petugas/pegawai DPMPTSP
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi serta
apabila diperlukan dapat diadakan rapat pembahasan bersama untuk
proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai tim teknis perizinan dan
non perizinan pada DPMPTSP, diberikan honorarium sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

&
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Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada APBD Kab. Halmahera Barat pos Anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Halmahera
Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah r/-
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb ,{h
Kadis DPMPTSP

U*
Kabag. Hukum & Orgs ,k

:DiTembusan= Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. lnspektur lnspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolu,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

pada tanggal : lY

JAIYIES UAITG
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